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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah merupakan upaya penulis dalam mencari, membandingkan, dan memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinilitas dari sebuah penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan perbandingan oleh penulis. Berikut adalah  beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk mengetahui efektivitas program posyandu lansia pada Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
1. (Mardiana, Afrian, & Fahmi, 2024) melakukan penelitian dengan judul ”Efektivitas Program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Lansia di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Indikator dari penilaian adalah ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan kegiatan. Tempat penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tabalong tepatnya di Desa Paliat Kecamatan Kelua. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diambil melalui teknik purposive sampling untuk pengambilan informan berjumlah 10 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Lansia di Desa Paliat cukup efektif. Faktor-faktor pendorong efektivitas program Posyandu Lansia di Desa Paliat adalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Desa dalam menjalankan Program Posyandu Lansia ini.
2. (Mahendra, 2024) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Posyandu dalam Meningkatkan Kesehatan Lansia di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini berlokasi di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas posyandu dalam meningkatkan kesehatan lansia di Desa Bumi Rapak serta untuk mengidentifikasi program-program apa saja yang diterapkan dalam meningkatkan kesehatan lansia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik untuk menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas posyandu dalam meningkatkan kesehatan lansia di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah sudah efektif, dilihat dari adanya persiapan kegiatan posyandu lansia dilakukan oleh pelayanan 5 meja, adanya kegiatan penyuluhan kesehatan dari puskesmas kepada lanjut usia, serta adanya respon positif dari masyarakat lansia dan dukungan dari masyarakat sekitar.
3. (Napisah, Husaini, & Handayani, 2025) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Baru Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini berlokasi di Desa Baru Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan 14 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program posyandu lansia di Desa Baru dapat dikategorikan cukup efektif berdasarkan beberapa sub variabel keberhasilan program. Pertama, pada indikator jangkauan program menunjukkan hasil yang efektif. Kedua, pada sub variabel keberhasilan sasaran, indikator kebijakan dan prosedur sudah cukup efektif, sedangkan ketepatan sasaran telah berjalan efektif. Ketiga, pada sub variabel kepuasan terhadap program, indikator kepuasan masyarakat lansia menunjukkan hasil yang cukup efektif, serta yang terakhir ketersediaan alat posyandu sudah efektif.

4. (Lusi, th, & Apriyani, 2024) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho”. Penelitian ini berlokasi di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung terhadap informan yang terlibat yaitu lansia, keluarga lansia, kader posyandu lansia, dan aparatur desa. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program posyandu lansia di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho dapat dikatakan belum efektif karena dari segi pemahaman program, ketepatan waktu, dan pencapaian tujuan masih kurang dalam keberhasilan untuk mencapai efektivitas dari program posyandu lansia di Desa Pak Lehang.
5.  (Rohalia & Sukmana, 2024) melakukan penelitian dengan judul ”Efektivitas Program Posyandu Lansia di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini berlokasi di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program posyandu lansia di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tidak efektif karena kurangnya partisipasi kehadiran lansia dalam mengikuti kegiatan posyandu lansia. Waktu pelaksanaan posyandu juga belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan kesesuaian antara tujuan awal program dengan pelaksanaan program belum terlaksana secara keseluruhan.
B. Landasan Teori
1. Administrasi 
Secara etimologi administasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atau dua kata, yaitu ad dan ministrate yang berarti to serve yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Selanjutnya, menurut (Dimock & Dimock, 1989) kata administrasi itu berasal dari kata ad dan minister yang berarti juga to serve. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. 

Menurut (Syafri, 2012) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi.

Sedangkan administrasi secara umum adalah keseluruhan orang atau kelompok orang sebagai suatu kesatuan dalam menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi sebagai proses yaitu keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-pengaturan, sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapai suatu tujuan.
Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat oleh para ahli tentang pengertian administrasi dalam (Pasolong, 2013), sebagai berikut:
a. (Gie, 1993) mendefinisikan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
b. (Simon, 2004) mendefinisikan bahwa administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

c. Leonard D. White dalam (Syafiie, 1999) mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

d. (Siagian, 2004) mendefinisikan bahwa administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien, dan rasional. 
2. Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam pelayanan di sektor publik untuk mencapai tujuan bersama. Menurut beberapa para ahli, administrasi memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut (Pasolong, 2007) administrasi publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai kebutuhan publik yang efektif.

b. Menurut (Ibrahim, 2008) administrasi publik adalah seluruh upaya pemerintahan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pembangunan dengan di antara kelompok manusia. 

c. Menurut (Chandler & J, 1988) administrasi publik adalah kerjasama suatu proses dimana sumber daya manusia perlu diorganisir dan dikoordinasikan untuk mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. 
3. Unsur-Unsur Administrasi Publik  
Ada beberapa unsur-unsur dalam administrasi publik yang dikemukakan oleh (The Liang Gie, 1978) yaitu: 

a) Organisasi 

Organisasi bisa diartikan kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama-sama dalam administrasi publik.  Pentingnya organisasi dalam administrasi publik adalah untuk menimbulkan rasa kerjasama dalam administrasi publik karena dalam organisasi orang yang menjalankan kegiatan administrasi publik dapat dibagi atau mengerjakan tugas-tugasnya sesuai tugas dan fungsi orang tersebut.
b) Manajemen  
Manajemen dalam administrasi publik sangat berguna yaitu sebagai tempat untuk menggerakkan orang dalam organisasi untuk melakukan tugas pekerjaannya dalam melaksanakan tugas administrasi publik.

c) Komunikasi 
Komunikasi dalam adminstrasi publik berfungsi untuk menyampaikan, memberitahukan serta mengarahkan orang dalam adminsitrasi publik untuk memberikan pengarahan yang benar dalam administrasi serta menjaga kerjasama antar karyawan dalam organisasi agar tidak terjadi miskomunikasi. 
d) Kepegawaian 
Adalah orang yang mengatur pencatatan, pengarsipan, keuangan, pemeliharaan yang tujuannya untuk tercapainya tujuan tertentu.
e) Pembekalan

Pembekalan adalah kegiatan yang dikaitkan dengan kerjasama antar karyawan atau bekal yang disiapkan sebelum melakukan kegiatan administrasi publik. 
f) Keuangan

Keuangan adalah kegiatan dalam administrasi publik yang menyangkut tentang pemasukkan, pengeluaran membayaran gaji pegawai, yang dikelola oleh bidang keuangan. 

g) Ketatausahaan

Ketatausahaan adalah kegiatan yang dimana catatan kerjasama, pemasukan atau pengeluaran, pengiriman, dan fasilitas yang digunakan dalam administrasi publik.
4. Paradigma Administrasi Publik
Paradigma administrasi publik adalah cara pandang atau pendekatan utama dalam memahami dan mengelola administrasi publik, yang terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun perumusan kebijakan di tingkat lokal hingga nasional (Marliani, Henriyani, & Djadjuli, 2025). Selanjutnya ada pembagian paradigma administrasi publik menurut (Denhardt dan Denhardt, 2003) dalam (Sabaruddin, 2015), sebagai berikut: 
a. Paradigma Administrasi Publik klasik (Old Public Administration) 1887-1987
Model rasional pandangan Herbert A Simon ini yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi  juga dengan standar lainnya konsep utama yang ditampilkan Simon adalah rasionalitas. Kedua, pilihan publik (Public Choice), pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu: 

1)  Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.

2)  Teori ini memusatkan perhatian pada barang publik sebagai output dari badan-badan publik.

3)  Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilihan.

b. Paradigma Administrasi Publik Baru (New Public Management) 1990 - 2000  
Menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Sabaruddin, 2015) menjelaskan bahwa Perspektif New Publik Management adalah cara manager untuk mendorong cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi dalam fungsi-fungsi pemerintahan. New Publik Management sendiri berkehendak untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan produktifitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Dan nilai-nilai ekonomi yang dianut NPM sering melanggar atau bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik sehingga tidak memerhatikan nilai pelayanan publik yang diserahkan oleh pihak swasta, pada satu sisi yang lain dapat meningkatkan kinerja pelayanan namun dinikmati orang-orang yang memiliki kepentingan diri sendiri. 
c. Paradigma Pelayanan Publik Baru (New Publik Service) 
Menurut Denhardt dan Denhardt dalam (Sabaruddin, 2015) prespektif  New Public Service menurut pandangannya dari pengakuan dari warga negara dan posisinya sangat penting namum melibatkan beberapa hal seperti demokratis, Jati diri warga negara tidak bisa dipandang dengan sebelah mata sebagai kepentingan pribadi dan kepercayaan dan kepedulian kepada orang lain. Dalam NPS tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti yang dikehendak NPM dikarenakan administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis kesuluruhan proses kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang ada dalam bermasyarakat. Pemerintahan tidak melayani masyarakat tetapi hanya memberikan pelayanan untuk kepentingan berdemokrasi.
5. Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang yaitu adalah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai. Pengalaman dalam model kebijakan menurut Partowidagdo dalam (Anwar, 2011) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu. 

Menurut (Dunn, 2003) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:
a. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
b. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
c. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan atau instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
d. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil & Christine, 2008). Menurut Anderson dalam (Tangkilisan, 2003) menyatakan bahwa “Public policies are those policies developed by government bodies and officials”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa:
a. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
Menurut (Syafiie I. K., 2005) menyebutkan “Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.
Raksasata dalam (Islamy, 2007) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004:3).
(Tangkilisan H. N., 2003) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekpresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.
(Koryati, 2005) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan publik dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan direncanakan secara jelas. 
Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.
6. Pelayanan Publik

Menurut AG, Subarsono seperti yang dikutip oleh (Dwiyanto, 2005) pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian dan sertifikat. Menurut (Mahmudi, 2010) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelengara pelayanan publik. 
Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, serta merata kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
7. Efektivitas 
Efektivitas merupakan pelaksanaan administasi agar lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Tjokroamidjojo dalam (Pasolong, 2010), selain itu James L. Gibson juga mengatakan efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukan derajat efektivitas (Harbani Pasolong, 2010). Efektivitas merupakan suatu pengukuran dan penilaian terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujunannya, berhasil tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan (Kumorotomo, 2006).

Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka (Gibson, Ivancevich, & Donelly, 1996). Pendapat diatas didukung pula oleh Wursanto bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, fikiran, dan alat yang telah dikeluarkan atau digunakan. 

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan efektif (Mardiasmo, 2002). Senada dengan itu (Siagian, 2003) mengatakan efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. 

(Badeni, 2013) juga mengatakan efektivitas adalah apabila memiliki hasil kerja yang tinggi dan suatu iklim kerja yang mendukung peningkatan hasil kerja. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi.

(Muhidin, 2009) juga menjelaskan bahwa efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna atau client. 
Dari penjelasan para ahli diatas bisa dipahami bahwasanya efektivitas adalah ketepatgunaan faktor-faktor penunjang dalam suatu proses untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian keefektivan juga disebut penilaian yang dibuat secara individu sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin tinggi prestasi terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin lebih efektif kita menilai mereka. Selain itu sebuah kelompok dikatakan efektif apabila memiliki hasil kerja yang tinggi dan satu iklim kerja yang mendukung peningkatan hasil kerja.
8. Kriteria dan Penilaian Efektivitas

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektivitas. Menurut Strees di kutip oleh (Sutrisno, 2010) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan:
a. Optimalisasi tujuan-tujuan
Dengan adanya optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan.

b. Perspektif sistem 

Perspektif sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Sistem ini mencakup tiga komponen yaitu input, proses, dan output.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam suasana organisasi Komponen yang ketiga ini ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini di gunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusianya ialah suatu perusahaan efektif.

Menurut Ricard M. Streers dalam (Azlin, 2013) mengatakan beberapa ukuran atau penilaian efektivitas, yaitu : 

a. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi

b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan  
c. Kesiagaan yaitu penilain menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam penyelesain suatu tugas khusus dengan baik 
d. Efesiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut 
e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi 
f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 
g. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu  
h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal ini perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
i.    Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapain tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
j.    Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap induvidu untuk mencapai tujuan
k. Kepaduan yaitu fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
l.    Keluwesan adaptasi artinya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan.

Sedangkan menurut (Sutrisno, 2007) mengatakan untuk melakukan penilaian efektivitas program dapat dilihat melalui: 

a. Pemahaman program, untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum dan kelompok dapat memahami program-program sehingga segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. 

b. Tepat sasaran, bagaimana kesesuaian program dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
c. Tepat waktu, bagaimana penggunaan waktu dalam melaksanakan program-program apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut dikatakan efektif. 
d. Tercapainya tujuan, pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target. Sehingga suatu program dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
e. Perubahan nyata, bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program-program, apakah suatu program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.  
9. Program Posyandu Lansia
Program posyandu lansia merupakan pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia. Pelaksanaan posyandu lansia bertujuan untuk meningkatkan status dan kualitas hidup lansia (Kemenkes RI, 2021). Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat lansia di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu Lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut disuatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan Kesehatan (Hatmanti & Laili, 2018). 

Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya (Khadijah, 2010). Pelayanan pada Posyandu Lansia terdiri dari:

a. Pelayanan penyembuhan dan pemulihan (kuratif/remedial dan rehabilitative). Pelayanan ini bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada. Fungsi penyembuhan (rehabilitative) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri orang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan bersifat represif artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan menjalar.

b. Pelayanan pencegahan (preventif). Dalam hal ini meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, juga langkah-langkah untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat. 

c. Pelayanan pengembangan (promotif). Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsionalitas mereka sehingga dapat hidup secara produktif. 
d. Pelayanan penunjang (suportif). Fungsi ini menopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program- program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian, dan sebagainya.

Ada beberapa definisi dari beberapa ahli mengenai posyandu lansia, yaitu sebagai berikut:
1. Menurut Komnas Lansia dalam (Azizah, 2017) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia adalah suatu pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaanya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.

2. Posyandu lansia merupakan wahana pelayanan bagi kaum usia  lanjut yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum lanjut usia yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitative (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi salah satu dasar pelaksanaan kesehatan bagi lansia di Indonesia. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan muara dari agenda pembangunan ekonomi. 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi, antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program Puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya.


Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa program posyandu lansia adalah sebuah program pelayanan terpadu yang di khususkan pada masyarakat lanjut usia. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh masyarakat. Meskipun penekanan utamanya pada upaya promotif dan preventif, program ini juga mencakup aspek kuratif dan rehabilitatif untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Dengan demikian, posyandu lansia menjadi wahana penting dalam mendukung kemadirian dan kesejahteraan lansia di tingkat masyarakat.
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur penelitian yang akan dilakukan, yang mana didalamnya terdapat konsep yang memiliki keterkaitan dengan teori-teori dan indikator-indikator relevan yang akan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap Efektivitas Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia). 

Adapun indikator efektivitas Menurut Edy Sutrisno (2007) untuk melakukan penilaian efektivitas program dapat dilihat melalui 5 (lima) indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Indikator ini akan digunakan oleh peneliti sebagai ukuran dan penilaian dalam Efektivitas Program Posyandu Lanjut Usia (Lansia) di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Konseptual
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